KEPUTUSAN MENTERT AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR J64LTAHUN 2015
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PENETAPAN 1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH Al I‘I’AHSWAQTA PPMI
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LUQMQOQN BANDAR TOMGAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu
Perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum
untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai dengan standm nasional pendidikan;
bahwa Madrasah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan
administratif,teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di
. perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang
"szteia:a: izin operasional pendirian Madrasah’ Aliyah ‘Swasta PPMI Luqman

wdang —~ undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
‘I:‘...:man \ef’ﬁlﬁ Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan
Len baran Negara Republik Indonesia Nomar 4301 ) }
Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. ( lembaran-
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157 tamb ﬂh( an lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586 ) ‘
Peraturan  Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional
pendidikan ( L.embaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) schagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54107,

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan
Dasar (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomar 90.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tuhan 2008 tentang pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66. Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
pengolahan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157); .
Per.iuran Menteri Pendidikan Nasional Nomaor 24 Tahun 2007 Standar Sarana
c.an Pransarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Mcncnpah'
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah'Atas/Madrasah Aliyah:
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentarig Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di waupatenMOM %hnga mana telah diubah
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dan Pcng an Pendidikan Agama lIslam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Namor 206) schagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah
dan Pengawas Pendidikan Agama [slam pada Sekolah (Berita Negara Republik
ndonesia Tahun 2013 Nomor 684),

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 téentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1382): '

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang

petunjuk  Teknis Pendirian  Madrasal/RA  Yang diselenggarakan oleh
Masyarakat.
Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun Nomor
1d.02.04/2/PP.00../772/2015 Tanggal 10 September 2015 tentang Permohonan
Rekomendasi Perpanjangan SIOP Madrasah Aliyah Swasta PPMI [.ugman
Bandar Tongah

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA. TENTA'NG’
PENETAPAN JZINOPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
SWASTA PPMI LUQMAN BANDAR TONGAH ‘

Memberikan izin operasional pendirian Madrasah kepada Madrasah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan = bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini. ;

Madrasah Aliyah Swasla Setelah jangka waktu 4 (Empat) Tahun, Kepala Madrasah

yang bersangkutan wajib;

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor
Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta
didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana,
dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b, Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi raudhatul athfal/madrasah kepada
BAD-S/M sesuai ketentuan peraturan perupdang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah scbagaimana dimaksud datam. Diktum Kedua

huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan

dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat
peringkat minimal C, maka izin operasional sehagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu tetap berlaku. ;

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua

huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan

dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak
mendapat peringkat minimal C, maka izin op_erasicl!ml sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kesatu dicabut. ‘

Keputusan ifi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

»

Ditetapkan di Medan . ;
Pada tanggal /7 o hbe, 2015

AN. MEN{ERI AGAMA Rl .
KEPALA KANTOR ILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINS! SUM A UTARA

TOHAR BAYOANGIN



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESTA

NOMOR g 4@ TAHUN 2015 ‘
TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

PPMILUQMAN BANDAR TONGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENETAPAN 1ZIN OPERASIONAL

[ ;
f il { Nama Madrasah | Madrasah Aliyah Swasta PPMI Luqman Bandar Tongah
e f— S5 e
. |
2. { Nomor Stalistik Madra h S 131212080010
e S Jalan i : Besar Bandar Tongah Na 30,
Sl K st Desa/Kelurahan ; Bandar Tongah
b Alamal iVIadrasa i
: i Kecamatan : Bandar Huluan
Kabupaten/Kota : Simalungun
Provinsi » Sumatera Utara

Yayasan Pondok Pesantren Modern Islam Luqman

£ Nama Organisasi Penyclenggara
= yelenge Bandar Tongah

{ Akta Nomor 95 Tanggal 30 Maret 2015 Yang dibuat oleh
Akte Notaris Organisasi Notaris Nurcahaya Batu Bara SH.M.Kn berkedudukan di
Penyelenggara Kabupaten Serdang Bedagai :

Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor :
Peagesahan Akte Notaris ATTU-0005305.AH,01.04. Tahun.2015 Tanggal 10 April
misasi Penyelenggara 2018

AN. MENTERT AGAMA RI ,
KEPALA KANCOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMA UTARA

TOHAR BAYOANGIN




